
 

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh,Kotabumi Selatan  
Email : bawaskablampura@gmail.com 

 
      Lampung Utara, 8 Oktober 2024 
 

Nomor : 204/PM.00.02/K.LA/10/2024 

Sifat : Biasa 

Lampiran : - 

Perihal : Instruksi 

 
Kepada Yth, 
Ketua Panwaslu Kecamatan 
se-Kab. Lampung Utara 

di - 

T E M P A T 

 
Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 

2024 perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih 

Pindahan (yang selanjutnya disebut DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (yang 

selanjutnya disebut DPK) untuk memastikan Daftar Pemilih yang komprehensif, 

inklusif, akurat, dan mutakhir. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Pemilihan 

yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut: 

1. DASAR 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih 

dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
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Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan 

Umum; 

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan 

Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota; 

i. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses 

Pemilihan Umum; dan 

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

 



 

2. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum 

menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap: 

a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan 

b. Sengketa proses pemilu 

3. Bahwa terdapat potensi Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan 

(DPTb) tidak memenuhi keadaan tertentu yang diatur ketentuan peraturan 

perundang-undanga. Ketentuan yang menjadi syarat pemilih Pemilih 

Pindahan (DPTb) mengacu pada pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : 

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; 

b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang 

mendampingi; 

c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti 

rehabilitasi; 

d. menjalani rehabilitasi narkoba; 

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, 

atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau 

kurungan; 

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; 

g. pindah domisili; 

h. tertimpa bencana alam; 

i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau 

j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Terdapat potensi Pemilih tidak memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, Biodata 

Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, atau dokumen pendukung Pemilih 

pindah memilih sesuai alasan pindah memilih yang mengacu pada Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis 



 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Pemilih tidak melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau 

tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Pemilih tidak memenuhi batas waktu pindah memilih sebagaimana putusan 

MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai 

berikut: 

a. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk 

alasan pindah memilih sebagai berikut : 

1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan 

suara; 

2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang 

mendampingi; 

3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti 

sosial/panti rehabilitasi; 

4) menjalani rehabilitasi narkoba; 

5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, 

atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau 

kurungan; 

6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; 

7) pindah domisili; 

8) tertimpa bencana alam; dan 

9) bekerja di luar domisilinya. 

 



 

b. paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan 

pindah memilih sebagai berikut: 

1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; 

2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang 

mendampingi; 

3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, 

atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau 

kurungan; dan/atau 

4) tertimpa bencana alam. 

7. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih di 

lokasi khusus, tidak mengacu pada pasal 57 dan 58 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Bawa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan 

yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang 

diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 

rupiah). 

9. Kemudian diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo 

menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain 

kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda 

paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); 

 

 



 

10. Pasal 179 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo menyatakan Setiap 

orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan 

dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan 

dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah 

surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan 

dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); 

11. Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo menyatakan Setiap 

orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak 

sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain 

menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan 

dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); 

12. Pasal 182 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo menyatakan Setiap 

orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada 

padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk 

terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan 

paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah). 

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten 

Lampung Utara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten 

Lampung Utara sebagai berikut: 

a. memastikan PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih 

Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai ketentuan 

peraturan perundang undangan; 

b. memastian PPK dan PPS memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan 

(DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas 

Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar 

Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal. 



 

c. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait penyusunan Daftar Pemilih 

Pindahan (DPTb) secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) hari sebelum 

hari pemungutan suara; 

d. Memastikan PPK dan PPS mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih 

terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda; 

e. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih; 

f. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke 

TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain 

agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut 

guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari 

pemungutan suara; 

g. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status 

dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih 

Tambahan (DPK); 

h. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS 

paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara; 

i. Mengoptimalkan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sesuai tingkatannya 

 
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih 

 

KETUA 
 

 
 
 
         PUTRI INTAN SARI,S.H., M.H 
 
 
 

 
 
 

Tembusan : disampaikan kepada Yth 

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung  

       di Bandar Lampung (sebagai laporan 

 


